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RISALAH

PERSETUIUAN

RANCANGAN KUA/ PPAS APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

1. Pembukaafi;

2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri

Sipil;

3. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah;

4. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2A22;

5. Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2022;

6. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan

Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;

7 . Penutup.

IV. PIMPI1YAN RAPAT

1. Nama : H. Supadi
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Rabu
l5 September 2021

10.00 wrB.
Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I.

II.

III.



v. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VII. AI\GGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

V[I. AI{GGOTA YANG TII}AK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: 9 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 7 orang

: 44 arang

: 10 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 6 orang

: 39 orang

: - orang

:2 orang

: - orang

: I orang

:2 orang

: 1 orang

Jumlah : 6 orang



rX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Supadi

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alsmu' alaikum Warohmatulluhi Wabarokutuh,

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Remb&og,

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang serta Sekretaris

DPRD Kabupaten Rembang

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua,

sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat

untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan

KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2A22. Sholawat serta

salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad

SAW, yang telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini.

Rupat Dewqn dan hadirin yang berbuhagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari

sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir

secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 39 orang. Keabsahan

tapat pariprna ini tertuang pada Pasal Il4 ayat (l) huruf c Peraturan DpRD

Nomor I Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Remb&trg, yang



menyebutkan rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas

pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan

mengenai usul pemberhentian Bupati danlatau Wakil Bupati, memberhentikan

Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD dinyotakan memenuhi

kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari % ( satu perdua ) dari jumlah anggota

DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang

berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap "Bismillahiruohmanirrohim" tepat

pukul 12.12 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan KUA-

PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 saya nyatakan dibuka.

( Kaak palu 3 kuli )

Raput Dewun dsn hadirin yang berbahagia,

Rapat paripurna dalam rangka Persetujuan KUA-PPAS Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2022 ini, adalah tindak lanjut surat Pj. Sekda

Rembang Nomor : 9A3ll8AAl202l tanggal 24 Agustus 2021 perihal

Pengiriman Rancangan KUA dan Rancangan

PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2A22, yang diterima

DPRD pada tanggal 25 Agustus 2021 dan hasil rapat badan musyawarah

bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Agustus 2021. Kami

berharap, ke depan penyampaian dan kesepakatan terhadap Rancangan KUA

PPAS ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

berikut Juknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2A20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2A2l tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun 2A22.



Sebagaimana disebutkan pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun2AI9, bahwa :

ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk

dibahas dan disepakati bersama antaraKepala Daerah dan DPRD.

ayat (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus.

Disamping mengatur terhadap Rancangan KUA dan PPAS, Permendagri

Nomor 12 Tahun 2019 juga mengatur terhadap Rancangan KUA PPAS

Perubahan, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD maupun Rancangan

Perda tentang APBD induk.

Raput Dewun dan hadirin yang berbahugia,

Sebelum berlanjut ke acara pokok, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai

berikut :

l. Melalui surat Nomor :9A3ll8fiDA21 tanggal 24 Agustus 202I, Bupati

Rembang telah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD

terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di

Kabupaten Rembang, yang mana tambahan penghasilan tersebut telah

tercantum dalam Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2022.

Amanat Pasal 58 ayat (l) huruf D angka 4 Permendagri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan

Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada

Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh



Persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Melalui surat Nomor : 9A311,9792021 tanggal 7 September 2021, Bupati

Rembang mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD terkait

Pinjaman Daerah.

Amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah menyebutkan :

ayat (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat

pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Berkaitan agenda persetujuan tersebut belum dimasukkan oleh Badan

Musyawarah dan TAPD pada rapat tanggal 30 Agustus 2021, maka saya

tawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir pada rapat paripurna ini :

(( Apakah disetujui agenda Persetujuan terhadap Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dimasukkan padr 
^earn 

ini ?"

SETUJUUU

Dengan suara bulat semu& anggota DPRD yong hadir menyetujui

( Ketuk pulu I kali )

o'Apakah disetujui agenda Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah

dimasukkan pada acara ini ?"

Dengun suura bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

( Ketuk pulu I kali )



Dari persetujuan ini, maka susunan acara pada rapat paripurna hari ini

yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

3. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah;

4. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2022;

5. Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2022;

6. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan

DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;

7 . Penutup.

Rupat Dewan dun hadirin yfrng berbuhagia,

Acara kedua yaitu Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi

Pegawai Negeri Sipil. Sesuai surat Bupati Rembang Nomor : 9031185312021

tanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan kepada DPRD, bahwa jumlah total

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2022 yang tersebar di 41 OPD adalah sebesar

Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh

empat juta empat puluh ribu rupiah ). Merujuk huruf D angka 4 Permendagri

Nomor 77 Tahun 2A20, selanjutnya saya mintakan persetujuan secara lesan

kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini.

" Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan

oleh Bupati Rembang sebesar Rp. 75.494.A40.000r- ( tujuh puluh lima

milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah )
dapat disetujui ?"

Dengun suaru bulut semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

( Ketuk pslu I kali )



Rapat Dewan dan hudirin yang berbahugia,

Acara ketiga yaitu Perseftrjuan terhadap pinjaman daerah.

Berdasarkan surat Bupati yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten

Rembang, bahwa jumlah pinjaman daerah yang diajukan persetujuan kepada

DPRD dan telah tercantum dalam Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua

ratus milyar rupiah ).

Merujuk Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018

tentang Pinjaman Daerah, maka saya tawrkan kepada Saudara-saudara :

" Apakah Pinjaman Daerah yang diajukan Saudara Bupati sebesar Rp.

200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ) dapat disetujui ?,,

Dengan suara bulat semuo anggoto DPRD yang hadir menyetujui

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahugia,

Selanjutny&, mari kita masuki acara keempat yaitu Laporan Badan

Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2422.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran, Saudara Drs. Drupodo, M.Si disilahkan.

::: LAPORAN BADAN ANGGARAN:-*

Terimakasih kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si atas laporannya.

Y (Laporan Badan Anggaran utas Rancungan KUA-PPAS Kabupaten

Rembang Tahun Angguran 2022 terlampir )



Rapat Dewan dan hadirin yang berbuhagiu,

Demikian tadi telah kita dengar bersama laporan Badan Anggaran

atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Apakah Rancangan KUA-PPAS yang dilaporkan Badan Anggaran nantinya

disetujui atau tidak menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2A22, tergantung dari pengambilan keputusan anggota pada rapat

paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

" Apakah Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran}A2} yang disampaikan oleh Badan Anggaran dapat

disetujui dan disepakati menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2422 ?"

___ SETUJU___

Dengan suara bulut semuo anggota DPRD yang hadir menyetujui

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hudirin yang berbahagiu,

Dari persetujuan oleh anggota, selanjutnya akan ditindak lanjuti

dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antaru Bupati dan Pimpinan

DPRD Kabupaten Rembang terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2022 berikut penyerahan surat Keputusan DPRD tentang

Persetujuan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Persetujuan Pinjaan Daerah. Untuk kelancaranoy&, saya minta kepada

Sekretariat DPRD unfuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan

penyerahan Surat Keputusan DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, disilahkan.



=== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN/ PENYERAHAN

KEPUTUSAN PERSETUJUAN TPP DAN PINJAMAN DAERAH :::

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewqn dan hudirin yang berbahagia,

Dengan telah dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama

terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2A22 dan

penyerahan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan TPP, maka selesai

sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD,

mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf

atas kekurangan pada penyelen ggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan

mengucap e( Ahamdulillahirobbil 'slamin c( tepat pukul WIB Rapat

Paripuma DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk pulu 3 kali )

Sekian.

Wabillu HitauJik Walhidayah, Wassalamu'aluikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS,

&r
Drs. DRUPODO. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

KETUA,

UPADI



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN
KUA/ PPAS TAHUN 2022

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati
dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;

: Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan
KUA/ PPAS Tahun AnggaranAA22

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.. ..!.?..... Tahun 2A2l tentang Persetujuan Rancangan

KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2022.

Keprutusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.....\P..... Tahun 2021 tentang Persetujuan terhadap

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor

fi. . . Tahun 2A21 tentang Persetujuan terhadap

Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2022;



$AfffifPfrABIfi
N&P*T PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TEI'TTANC PERSETUJUAT.I RANCANGAN KUA' PPA$ TAHUN 2022

HARITTA!{GGAL : R.ABU, ,S SEPTEMBER 202,
PUKUL :10.00 tMB

NO NA['IA JABATAN TANDA TAiTGAN KETt 2 3 4
.)

5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUITAN

1 H. $UPADI Katua DPRO
I

\ "-7\1\ \\, \
I SLJGI}{ARTO AnCIgota\

3 H.M MUR$YID, S.T. Anggota -q l-| I U '\
r--------_ \

4 SUMARDI Anggota r
\, t-----r--r=Br

q MUNTHOHID, S.H. Anggota 4 ffi("
6 SULISTYO WETIARIANI Anggota \ 6'k'.-
7 SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI ,{nggots 7JIJT
I SUNARDI, $.Pd.I Anggota t;.#/
I ABDUL ROUF Anggota g4k v

10 MUHAMMADANSHORI Anggota / 1%?
FRAI{SI PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA

11 M. BISRICHOLIL LAQUF WakilKetua DPRD 11'\/' \'.

N
12 MAHMUDT AnggCIta 12 \\f/
13 ILYAS Anggota 13

t\i

14 NASIRUDIN, S,Si. Anggota M{)wi'
15 JOKO SUWTO, S.E. Anggota 15

16 Drs. H. MUH. SUBAWOTO Anggota 1 ,f \\(,.
17 SUPADI Angg0ta 17 tY1
18 HIDAYATUN NIKMAH, S,Pd. AnggQta nL I

FRAKSI PARTAI ITIAS}ONAL
DEMOKRAT -f1

19 H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. WakilKetua DPRD 1e \P-
2A SUSTIYONO Anggota t ,lr*lYKo
21 FRIDA IRIANI Anggota

22 YATIN ABDUL ZAENAL Anggota
"r\-, 

" W-
23 ANOIKURNIAWAN Anggota zr#bA /a
24 KHAMID, S.8., $y, Anggota \L-=Y4 nt
25 MASHADI, S.Pd, [/|.M. Anggota n*'' \7" I -

tt 
' ')--

26 $AHNINGSIH. S.E. Ar:qscie 2affi



t

FRAKSI PDI PERJUAHGAI{
I rI

27 RIDWAN, S.H. M.H. WakilKetua DPRD 27 [ ]ru<'-=/
28 JASMANI Anggota nrt , za /ffi1r;
29 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota 2s/ \l 'rt \J ''I 

---1
30 WDODO, S.H. Anggota ' *o=- {
.\,1 ADIPURWOTO Anggota 31 L-P-
32 SUMARSIH Anggota 32( lW

FRAI{$I DEMOKRAT HA}IURA I\ \
33 H. GUNASIH, S.E Anggota t,'\\ M\
34 ACHMAD ZAMHURI, S.H. Anggota \ ln\ 34

35 MUGIYARTO, S,T. Anggota 35t ,VW]

36 MOH NUR HASAN,S.H,M.H. Anggota
*{4 rfu

37 DUMADIYONO, S"H Anggota 37 ,{\/ J
38 AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md. Anggota Ia. . ,/\ -

FRAKSI KARYA INDOiIE$IA
SEJAHTERA

-4
!

\

JY PUJTSANTOSO, S.P, M.H. Anggota v14A);
4A WWIN WNARTO, S.I{. Anggota ,* {, *f&
41 AGUS SUTRISNO nnssd* K
42 GHOFAR ISMAIL, S.Pd,I. Anggota d 42

43 RABIS SWABIHANTORO Anggota atk--'
44 ANJAR KRISNIAWAN, S.T. Anggota ^ a{fi4ff
45 BASIRUN AnggOta odwf L/F-

"/' {

Keterangan:

1 t:i1in

2 s : sakit

3c:Cuti
4 DL: Diras Luar

ATEN REMBANG

AT,

.i'
'. ,|,,



DAFTAR HAI}R BUPATI , I'YAI$L BUPATI REUBANG DAN SEKDA REUBANG
RAPAT PARIPURNA DPRO KABUPATEN REilBAilG

TENTAHG PERSETUJUAN RANcAlrGArrl KUA, ppAs TAHUN 2022

HARI,TAT{€GAL: RTBU. 15 $EPTET,BER 2O2T

PUKUL :1O.OO WB

NO NAi'A JABATAN TAHDA TANGAH

,l

2

3

il, ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.

FIS{RUDIN, S.H",M.H.,CFTA

iBupatiRembang

WakilBupati Rembang

Sekertaris Daerah

.",irtl xas)'li



OAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PAf,UPURNA DPRD }TABUPATEI.I REMBAI,IG

TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2022

HARI/TAIIG€AL: EABU, rS SEPTEMBER 20tt
PUKUT_ :10.00 ffiB

REMBANG;7.
(+
t*ial
*l

NO NAMA JABATAH ." TA}TDA TANGAN

1 Drs. ACHMAD MUALTF eslstllsekda

-_---:*F;
.*__ -tisten 

lll Sekda

13"T*
Ka. BAPPEDA

Kabag. Hukum Setda

:t3j1, Pemb-ansunan Serda

Kabag. fata Pemerintatra;;;

2

3

4 lrl*r*<n
5

o

7

I

I

10

ll
12

I

12..
-j

13

14

t5

i'9t*'&dlm,s DPRD KAB

. 19670421 199303 1 009
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TAFORAT BAI}AI$ A!{GGARA}I
DPRD I(ABI'PATEI{ REMBAI{G DALAtr RAPAT PARIPUR}IA

IIAru NABU TAITGGAL 15 SEPTEMBER 2A2T
ilIEUBAIIAS RAI{CAI{GAIT I(UA.PPAS ITASIIPATEIY REIEBATTG

TAIITIIT AI{GGAAA!{ 20/?;2

DEI,I'AN PERWAKILA}I RAKYAT DAERAH
KABUPATEN RE]TIBAI-IG

n21



LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM
RAPAT PARIPURNA HARI RABU TANGGAL 15 SEPTEMBER 2A2I

MEMBAHAS RANCANGAN KUA-PPAS KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2A22

Assalamuhlaikum Wr. Wb.

Yang say"a homati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang $aya hormati

- Pirnpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

' Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten

Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang

tentang Pembahasan Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2A22.

PENDAHULUAN :

1. Bahrva untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan

Umum APBD {KUA} dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS}

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 perlu diadakan pembahasan

oleh Deu'an Perwakilan Ralcyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah:

2. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh

masukan terhadap Rancangan Kebijakan umum APBD {KUA} dan

program sefta kegiatan ],ang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara {PPAS} Kabupaten Rembang;

3. Pembahasan Kebijakan Umum APBD {KUAI dan Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara TPPAS), serta konsultasi dengan Komisi

dilaksanakan melalui rapat DPRD;

4. Hasil pembahasan dan konsultasi pembahasan Rancangan Kebijakan

Umum APBD (l{UA} dan program serta kegiatan yang ada dalam

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2CI22,.vang diterima Badan Anggaran

dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Remhang.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan

Peftanggungiarn aban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahr.ln 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O1.? tentang Pembinaan dan

Pengau,asan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Deu'an Perw'akilan Rakyat Daerah;

E. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2oL7 tentang Tata Cara

Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, dan Rencana Keda Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 27 Tahun 2A21 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2A22;

13. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2Al3 tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

14. Surat {.Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90311800/2021

ta"nggal 24 Agustus 202i perihal Penl'ampaian Rancangan KUA PPAS

Tahun 2O22;

15. Hasil rapat Badan Musyau.arah DPRD Kabupaten Rembang dengan

TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus 2021 yang

mengagendakan Penjadu'alan Pembahasan Rancangan KUA ppAS

Kabupaten Tahun Anggaran 2A22.



III. PET.{K$AI'IAAN

a" Rapet Badan Anggaran dengan TAPD lkbupaten Rembang dilakukan
pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 3 $eptember202l

Jam : ll.OOUrIB

Acara : Penjelasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran
2422.

b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Kornisi Kabupaten Rembang

dilakukan pada:

Jumat

3 $eptember 2021

13.O$ $rIB

Acara : sEategi dan distribusi pembahasan Raneangan KUA ppAs

Tahun Angaran 202

c. Rapat Komiai I, II, ill dan IV bersama OPD di]akukan pada :

Hari : Senin-Kamis

Tanqgat

Jam

Hari

Tanggal

Jam

Hari

Tan*gal

Jam

Acara

5-gSepteurber202I
10.00 WIB - Selesai

Acara : Pendalaman terhadap KUA PPAS Th-2O22

d. Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi dilakukan pada :

$enin

13 $eptember 2021

14.00 \ryIB

Lapomn ha.sil pemkhasan Komi*i atea Pendalaman

Rancangan KUA PPAS TA. 2022

e. Rapat Bangar dengan TAPD lkbupaten Rembang dilakul€n pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 $epternber 2O2A

Jam : 16.0O ldrlB

Acara : $inkronisasi pmbahaoan Rancangan KUA FPAS TA.2O22. .



f. Rapat Internal Badan Anggamn PPRD Ifubupaten Remkng dilekuk&n

pada:

Hari

Tanggal

Jam

Acara

Se*in

13 $eptember 2S?0

18.OO ltrlB

Fenyusunan hasil pembahasan Rancangan XUA PPAS TA.

2A22.

IV. HA$II RAPAT

Badan Anggamn DFRD Kabupaten Rembang telsh metakukan pembahasan

Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022,
ssbagaimana jadual yang telah ditentukan" Adapun ringkasannya dapat
d{jabarkan sebagai berikut :



RIT{GKASAN APBD PEHERhITAH XABUPATEN REHBANG TAHUITI ANGGARAT'T 2022

Kode Uraian Jumlaft
Prmbahasan

lreniadi
Bertembahl
(Berturanol

1 7 3 4 5

4 PENDAPATANDAERAH 1,692.1jt3,839,500 I,712,082,339,r00 19,938,500,000

1 PENDAPATAN ASU DAERAH {PAT}} 371,641,127,fi)0 373,771,r27,000 2.130.tX)0,000

101 Paiak Oaerah 1?2.505.000.00c 122.505,000.000

1.92 Remr$ Daerah 30.294,500,00t 32,424,500,00t 2,130,000,000

,l 1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di5isahkan 19.250,000.000 r 9.250.000.00c

4.1.04 Lainiain PAD yang Sah 199,591 .627.000 199.591.S27,00(

4.2 PENDAPATAN TRATIISFER 1,?51 ,1tl ,892,500 1,258,930.392,5{10 17,909,500,000

42.01 Pendapatan Transfer Pemenntah Pusai 1 .1 4't ,121 ,892,500 1,156,730 392.s0( 15.608.500,000

4.2"A2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 110.000.000.000 11?.200.000"00( 2,200,offi.000

tl.3 LAIH.IsIN PEilDAPATAN DAERAH YANG SA}I 69,380,820,000 69,380,920,000

4.3.01 PendapatanHlbah 5,000 000.000 5.000.000,000

4.3.03 Larn-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundano-Undanoan

&4.380.820,000 64.380.8?CI.000

Jumhh Pendapalan I ,692,1tt3,E39,30{ 1 ,712,082,339,6$0 18,938,500.000

5 BET.ANJA 1,984,743,995,2$3 2,004,682,495,253 19,939,500,000

Jumlah Belarir 1.984,743.905.?53 2.0{![.682.493,253 19,$t8.500,000

Total SurplusJtDcfisitl {1s2,s00,155,rs31 {?92,600,155J53)

5 PFi'BIAYAAN

5-,l PENERIIIAAN PEfrTBIAYAAN 3'19,,(68,523,753 3,[9,468,523,7t:

6_1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun $ebetumnya 99.468.523.753 99,168.523.75:

6.1.04 Penerimaan Finjamen Daerah 200,000,000,000 200.000.000,00(

6.1.06 Penenmaan Pemhayaan Lainnya Sesuai dengan
KetEntuan Peraturan Perundano-Undanoan

50"s00,000.m0 50,000.000.000

Jumlah Penerimaan Fembiayaan 3i19,468,523,753 348,'t58,523,7Si

6.2 PENGELUARAN PEHBNVAAN 56,808,368,00tr 56,808,368,000

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3,000,000,00i 3.000 000.000

i.2.05 Pengeluaran Pembtayaan Lainnya sesuai dengan
Ketenfu an Peraturan Perundano-Undanoan

53.8S8.368.00( 53.868.368.00C

JumlahPengeluaranPernbhyaar 56,8S8,368,00t 56,888.368.00{

Pemhayaan Nettc 2S2.600,155.753 292,600"155,753

Sisa Lebih Pembiayaan Anggrran Oaersh Trhun
Eerienaan

I R:nul;rsrrlr KtlA PPAS l0l:



V. REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN

1. Dari hasil pencerrnatan atas Rancangan KUA PPAS banyak ditemukan
pengadaan ATK melekat pada per kegiatan. Sehingga kedepan diharapkan
pengadaan ATK dapat dilakukan terhimpun menjadi satu supaya
pengontrolan barang keluar masuk lebih efisien.

2. Perencanaan proyek supaya direncakan pada N-1, sehingga proyek bisa
be{alan dengan lancar dan tidak terkendala waktu.

3. Perencanaan, Pengawasan dan BIUM kegiatan/proyek maksimal 1O%o dari
pagu anggaran

Tahun 2022 agar memprioritaskan pengadaan ASN melalui p3K.

Perlu pengawalan lebih serius dari Inspektorat dalam rangka menunjang
peningkatan indikator penilaian sAKIP dan Reformasi Birokrasi.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam
membahas Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2022, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DpRD

dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 15 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

4.

5.

KETUA,

ud

H. SUPADI

SEKRETARIS,

ttd

Drs. DRUPODO. M. Si.
Pembina Utama Muda

NrP. 1967A42t 199303 1 009

,,,.'''="'1, --'-... Sesuai dengan aslinya
.,SJ#{*esi$ DPRD Kabupaten Rembangt:.'/{ \1'.',,,

NrP. 19670421 199303 1 009



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DE$/AN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NoMoR 16 raHuN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2422

Menimbang

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (U Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Sipil Negeri
Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g- undangan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang diteta.pkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan RakSrat Daerah Kabupaten Rembang
tentang Persetqjuan Pernberian Tambaha Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipit Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun'Anggaran 2422;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangart
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daeratr, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja;

Mengingat :



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun ZALT tentang
Manajernen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor tZ Tahun 2AL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ZALL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2A11. tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23
?ahun 2OIl tentang Pedoman Penilaian Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2AZA kntang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2A22 sebe sar Rp 75.494.040.000,00
sebagaimana daftar TPP Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2422 terlampir pada Keputusan ini.

Besaran Tambahan Pengahasilan Kepada PegAwai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2022 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam
I-arnpiran Keputusan ini.

Menetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

Menyerahkan proses selanjutr:ya sebagimana diktum
KESATU Keputusar. ini kepada Bupati Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 September 2A21



PIMPINAI.I SPRN KABUPA"EN REMBANS
PROVINSI JAWA TPNGAH

KEPUTU$AT{ SEWAN PSRWAKILA}'f RAJSAT T*bP,q:I
KABUPA?EN R$MBANS

$oM*R 17 ?AHUS 20?1

?8NT.&$*

PSRSETU.}UAN PI NJAil{AN DA,ERAH ilALAM ANSff ARAN FEN DAPAI'AN
SAt'l BEt-d$[JA PAEfiAI{ K&BUPA?EN RgMBA$ff

TAHUN AN$OAffiN 2S22

PIMPINAT{ DEWAN PERITdA}TTLAN RAKYAT NAERAH
KABUPATSI{ RBMBANS!

Menimb*ng : a" bahr*a herdasarkan Pas*,I 16 a],at {1} dan a.yat l2l
Feraturan Pemerintah trrfonror 56 Tahun 2018 te,ntang
Fir:jaman Daerah, menl'ebutkan Pi*j*man jangka
rnenengah dan pixiaman jangka panjeng wajib rnendapat
parsetqiuan Se*,an knvakilan Rakr*at Da*raj: dan
krsetuju.an Derran Penvakilan R.a}<rrat Daerah
sebagaimana dirnak*ud peda a3"at {i} dilakukan
bersanraan ps"da ses.t pernb*hasan leebijakan u:rlurrr
Aaggara* Pendapatam da* 6e}*r1ia Barrah dan Frioritas
dae Flafun Angar*,n $smenhra;

b. hah*,a untqk ryraksud teraebut pada huruf a. periu
pestuj:uarr De,wan Pcr*akilan Ralq:a1 Ilasrah Kabupaten
Rembang -vang ditetapkan pada Rapat Paripurna dan
ditetapkan dengan Keputusan Serrien Perg:akilan Ratqr*t
Daer*h Kabupateri R*rnbang tenffi]rg Fe,rsetujuan
Pinjaman Daerah Balam Anggaran P*ndapatan Dan
Bel*nja Dat:-ah Kabupaten Rembang Trrhun Anggaran
2A22;

Mengingat: l. Undang-U*dang Namor i3 ?ah*n 1950 rcntang
Pernkntukan Oaerah*daerah K*bupaten dalarn
Lingkungan Propinei Jaq'a Tengah;

t. Undang-Undang Nomor l? ?ahun 2SO3 tentang Keuangan
Negara;

3. U*daug-Undang Nomor I
Perb*nda.har*&il }.legera ;

Tahun 20*4 te:rtang



UndangUndang Nomor 23 Tahu* ?014 tentafig
Pealerintahan Daerah, sebag*imana t*lah bcberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Unda*g Nomr:r 11 Tahun
?0?S tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pernerintsh Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Finjarna* *aerah;

6. Peraturan Pemerintah Nnmor 1? ?ahun ?019 tentang
Pmgelolaan Seuangan Daerah;

7. Fer*tur*n Menteri Dalam $*geri Norrntr 77 Tahun 2$20
tenteng Pedornan T*knis Pengel*laan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalarn l{egeri Nomor 80 Tahun 2Ot5
tentang Pembentukan Froduk Hukurn Eaerah
*eb*g*im*na telah di*bah d*ngan Peraturen Me*teri
Dalam He.geri hluncr 120 uhuu ?OlS tenfang Perubaha:r
Jlt*F Pereturafl Menteri dalam t{egeri Nomor 80 ?a}run
?015 tentang Fernbentukan &aduk Hukurn Daerah;

9. Feratur*n Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 ?ahun
?0O6 tentang Pokok-Pot<ok Pengelol*an Keuangan *aerah;

Mernperhatikan : 1. Berita Acara Haxil Rapat Pimpinan DFRD Kabuperen
Rembang tanggal 13 $eptember 2fi21;

2. llasil Persetujuan &apat Faripurna }PRD Kabupat*n
Rembang tanggal 15 $eptember ?O?l:

4t.

5.

Menetapkan
KESATU

KgSUA

MEI?IU?USI(AN:

; Persetujuan Piqiarnan lleerah Dalaxr Anggaran
Per:dapatan dan Belax{a Daerah Kabupaten Rernbang
?ahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ?O0^SO0.0$0.00S,00
{dua ratus rnilyari, dengan suku hunga mbe$ar SYo per
tahun.

: Beearerl Pir$aslen Daerah dalarn Angpera* Pendapatan
dcn Belanja Daerah Kabupaten Rembang ?ahun -Anggaran
2S22 *bagaim^ana dilet*m KE$ATU d*ngan kerentuan
sebagai berikut:
a. Penggunaan Finjarrar Saerah, oebagai berikut:

1.

s Pagelliflva4.Bqltoian . Rp,?,!QQ.SQ,Q00,: - "

: 4. i Fer$bs.nguna* Ilmtrung Glebeg 1 Hp. 5"SCIO.0O0.0$0, i

dan Revisi DED :

t-

-t-

S. I Pr&gsdaan LP-JU
6. tP*ninglqaf*n dan

Rp. 2.O00.0{S.000.-perirri'ffi
*:*&.;Jumlsh



KETI*,4"

KESMPAT

KELIMA

b. Jr.r.rrdah Pinjanran Daerah $ebesar Rp.
?00.0CIS.0OS.000,OO (dua rarus milyarlr.

c" Jangka reqktu Pinjarnan Dacrah selanne ? tdual Tahun,
Tairun ?S?3 sarnpai d*ngan Tahun 2S24.

d. ftencena Fengembatrian Pinjar*an Daerah ?ahun 2023
dan ?ahun 2024 d*ngan ectjma*i Bunga sebesar 60/"
seb*gai berikut:
1. Fokok Pinjarnan Rp. 2OO.0$S.000.00O,-
2. Bunga Pinjannan Rp" 12.0OS.OS0.O$'O.- t
Jumlah Kewajiban Rp. 2 I 2.000.000.000,-

Menyerahk*n prCIses eelanjutnS'a aebag*.imana diktum
KASA?IJ Keputusan ini kepada Eupati k*nnba*g sesuai
dengan,ketentuan Bsreturan perundang-undangan yaqg
herlaku"

Keputusan DPRD i*i apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
me*tiry*"

Keputusan ini nrulai berlaku pada tanggal diteta.pkan"

Di{etapkan di fternbang
peds tanggs.i 15 $epternber 2021

KE?UA NEW AK1LAN RAKYAT SAfi(AH
REMF&NO,



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : rirreHuN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN {KUA}DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS} ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomor LZ Tahun 2019 menyatakan Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan
PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling
Iambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan
disepekati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2A2L
disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan ppAS
yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan
PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan meneta.pkan Keputusan Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 13 Tahun 19s0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A04 kntang Sistem
Perencanaan Pembangun€Ln Nasional;



6.

7,

8.

4,

5.

11.

12.

13.

1,4.

15.

16.

17.

UndangUndang Nomor 33 ?ahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuanga:r antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nornnr 15 Tahun 2OO5 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AAg tentang Pqiak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O7g
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun zlfi tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nornor t7 Tahun 2OL4 MPR,DPR,DPD dan
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A14 tentang MPR,
DPR,DPD dan DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20O 1 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum sebngnimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
zAn tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

9.

10.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan pemanfaatan In sentif pemungu t*""r4 

"r.Daerah dan Retribusi Daerah;

19" Peraturan Pemerintah Nomor TL Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi pemerintahan;

2a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2aL4 tentangPeraturan pelaksanaan und.ang-undang Nomor 6 Tahun?arc tentang De3a, sebagaimana t"hr-, dlubah beberapa r."ri
terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun Zall
tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerints.h Nomor43 Tahun 2aL4 &ntang Feraturan pelaksanaan undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zolr tentang
Man4jemen Pegawai Negeri $ipil;

22. Peraturan Pemerintah Nomor lz ?ahun 2olr tentang
Pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zafi tentang Hak
Keuangan dan Administrasi pimpinan dan Anggota frewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang standar
Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Pemerintah Nomor tz Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1o rahun zax tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daeratr Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok * Pokok pengeloraan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 201,6 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan perwakilan Ratcyat
Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal ls
September 2A2L;

27.

28.

Memperhatikan:

MEMUTU$KAil:
Menetapkan ;

KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan
Rancangan prioritas plafon Anggaran simentara $rras1Angcaran Pendanatan dan Relanie l-)aereh Kahrrnnfen Fernhqrro

29.



KEDUA

KE?IGA

Belaqia Daeqfr {KUA} daa prioritas plafon Anggaran (ppA}
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa6n RemLang
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir.

: Menyerahkan proses rcIanjutnya sebagaimana diktum KESA?U
Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di- Rembang
pada tanggal lE September Ze2l

AKILAN RAKYAT DAERAH
TEN REMBANG

A DPRD,

rit
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xtrre xffis*xAtelr
*mtA$A

rS!fiERI1$"ATI I&&BIIP*rE!r AEMBAilG

DENT}AIT

PITfiPIAAIS DgffAN PEXffAIfiL'tN RAI{Y#T DAENAII

I{A3I'PAfEI{ NTil8AI{G

!$OH$R ; 019,6 peqt { *fi*L
IsoHox, : o19.6 l/6f, I ?,azl
?AXGGAL ; 15 Sefrembcr gO21

TFrfl"*I{e

PRIOATTAS D*S PttrITSN ABGAARAI{ SEHSI$TANA

ANGGAS*II PEISSATATAS DAil EELfrSATA DASRAT{

?AITTTN ANGGAAAS ?,A2,2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ABDUL HAFIDZ

Jabatan : Bupati Rernbang

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Xabupaten Rembang

2. a. Narna

Jabatan

Alamat

b. Nama

Jabatan

Alamat

c. Nama

Ja.batan

Aiamat

d. Narna

Jab*"tan

Alarnat

$UFADI

Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rernbang

H, BrSRr CHOTIL LAQOUF

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rernbang

H. $UPRIYADI EKO PRATOMO, S.E

\llakit Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

RIDWAN, S.H.,M.H.

\Ifakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P" Diponegoro No. 88 Rernbang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atae nama Dewan Pennrakiian

Ralqyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyu$unan Angaran Fendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Flafon Anggaran Sementara

{PPAS} APBD yang disepakati bersarna antara DPRD dengan Pemerintah Daeraho



untuk selanjutnya diiadikan dasar penyuslrnarl Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah ?ahun Anggaran ZAAZ.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mensacu pada kesepakatan antara DpRD
dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2a22,
para pihak sepakat terhadap Pr:ioritas dan Piafon Anggaran sementara A'BD
Tahun Anggar*'n 2a22 yeng meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah , Plafon Anggaran sementara per urusan dan opD, program
dan Kegiatan,dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana pengeluaran
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran ZAZZ.
secara lengkap Prioritas dan Flafon Anggaran sernentara AFBD ?ahun Anggaran
2022 disueun dalam iampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBDi

dijadikan dasar penyusunan

Tahun Anggaran DALZ.

BI}PATI REUSA.IIG
S*laku,

pITTAIT PSRrA}IA

Rembang, 15 September ZA2l

PIMPIlr*fi
RAIffAjr DASR*H

RSMBASS

/
H. ASDI}L HAtrIDZ

TI(O PHATOMO



DETUA}.I PE RWAKII"AH RAKYAT I}AE RAH

IfiBUPATEI{ REfiIBAf.IG
Jalan P. Dipo'negoro HomorSS Rembang Telepon (0295169Il94 Fax {0295}693290

BERITA ACARA

RAPAT PIMPINAN DPRD

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu,

Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua l, Wakil Ketua ll dan Wakil Ketua tll telah
melaksanalan rapat dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati Rembang nomor : 903/185312021

tanggal 202L perihal permohonan persetujuan atas Tambahan Penghasilan Fegawai dan surat Nomor :

g03l1,gVgl2021 tanggal 7 September 2021 perihal permohonan persetujuan DPRD atas Pinlaman

Daerah Kabupaten Rembang .

Berdasarkan hasil rapat diputuskan :

1. Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua l, Wakil Ketua ll dan Wakil Ketua lll sepakat dan

menyetujui :

a. Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang diajukan Saudara Bupati sebesar
Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus senrbilan puluh empat juta empat
puluh ribu rupiah )

b. Pinjaman Daerah yang diajukan Saudara Bupati sebesar Rp. 200.000.000.000,- { dua ratus
milyar rupiah ).

2. Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua l, Wakil Ketua ll dan Wakil Ketua lll sepakat dan

menyetujui tarnbahan penghasilan pegawai dan pinjaman daerah, untuk dimintakan persetujuan

kepada anggota pada rapat paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kahupaten Rembang

Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 September 202L.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIMPINAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

Nomor :fial y'1r\ 1202L

KETUA1. H. SUPADI

2. H. BISRI CHOLIL IAQOUF

3. H. SUPRIYADI EKO PRATOMO, S.E

4. RIDWAN, S.H, M.H

WAKIL KETUA I

WAKIL KETUA II

WAKIL KETUA III



DEUTAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEII REftIBAIIG
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon t0295)69119{ Fax t0295}69340

BERTTA ACARA

PENGAMEITAN IGPUTUSAFI RAPAT PARIPURNA

Nomor : sal AS I zatL

Pada hari ini Rabu tanggal Lirna Belas bulan Septeber tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam

pelaksanaan Bapat Paripuma Persetujuan Rancangan lilA-PPAS lGbupaten Rernbang Tahun Anggaran

2022, telah dilakukan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang terhadap :

1. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil,

2. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah Kabupaten Rembang,

3. Persetujuan terhadap Rancangan KUA- PPA,S Kabupaten RembangTahun Anggara 2022.

Dari pengambilan keputusan yang dihadiri 39 anggota diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri
sebesar Rp. 75.494.040.000,- { tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta
empat puluh ribu rupiah ),

2. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Pinjaman Daerah Kabupaten Rembang sebesar

Rp.200.000.000.000,- {dua ratus milyar rupiah },

3. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2022 rnenjadi KUA-PPAS &bupaten Bembang Tahun Anggaran 2fi22.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.


